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Abstract	

This	 research	 seeks	 to	 examine	 how	 environmental	 and	 social	 disclosures,	 along	 with	 managerial	
ownership,	 influence	the	relationship	between	sustainability	reporting	practices	and	effective	 tax	rates	
among	companies	located	in	developing	ASEAN	countries.	Employing	a	quantitative	approach,	the	study	
utilizes	secondary	data	sources.	A	total	of	81	firms	were	selected	as	the	sample	through	purposive	sampling	
techniques.	 The	 primary	 focus	 of	 the	 study	 is	 tax	 avoidance,	 which	 serves	 as	 the	 dependent	 variable.	
Meanwhile,	 the	 independent	 and	 moderating	 variables	 include	 corporate	 social	 and	 environmental	
disclosure	as	well	as	the	proportion	of	managerial	ownership.	The	analysis	reveals	that	higher	levels	of	
environmental	and	social	disclosure	are	associated	with	a	decrease	in	tax	avoidance	behavior.	Conversely,	
managerial	 ownership	 does	 not	 demonstrate	 a	 significant	 impact	 on	 tax	 avoidance.	 Furthermore,	 the	
interaction	between	managerial	ownership	and	sustainability	disclosure	does	not	alter	the	relationship	
between	disclosure	practices	and	tax	avoidance.	
Keywords:	Managerial	Ownership;	Social	and	Environmental	Disclosure;	Tax	Avoidance.	
	

Abstrak	
Artikel	 ini	 bertujuan	untuk	mengevaluasi	 dan	menelaah	data	 terkait	 dampak	kepemilikan	 terhadap	
hubungan	 antara	 praktik	 pengungkapan	 tanggung	 jawab	 sosial	 dan	 lingkungan	perusahaan	dengan	
tarif	 efektif	 pajak	 pada	 korporasi	 yang	 beroperasi	 di	 kawasan	 ASEAN.	 Penelitian	 ini	 mengadopsi	
pendekatan	 kuantitatif	 dengan	 memanfaatkan	 data	 sekunder.	 Sebanyak	 81	 perusahaan	 dijadikan	
sampel	penelitian	yang	dipilih	melalui	metode	purposive	sampling.	Dalam	studi	 ini,	 variabel	 terikat	
yang	 dianalisis	 adalah	 praktik	 penghindaran	 pajak,	 sedangkan	 variabel	 bebas	 dan	 moderasi	 yang	
diamati	 mencakup	 praktik	 tanggung	 jawab	 sosial	 perusahaan	 (CSR)	 serta	 kepemilikan	 manajerial.	
Temuan	 dari	 penelitian	 ini	mengindikasikan	 bahwa	 pengungkapan	 sosial	 dan	 lingkungan	memiliki	
pengaruh	 negatif	 terhadap	 kecenderungan	 perusahaan	 dalam	 menghindari	 pajak.	 Di	 sisi	 lain,	
kepemilikan	 manajerial	 terbukti	 tidak	 memberikan	 dampak	 yang	 signifikan	 terhadap	 praktik	
penghindaran	 pajak.	 Selain	 itu,	 kepemilikan	manajerial	 juga	 tidak	memperkuat	 atau	memperlemah	
hubungan	antara	praktik	pengungkapan	sosial	dan	lingkungan	dengan	penghindaran	pajak.	
Kata	Kunci:	Kepemilikan	Manajerial;	CSR;	Penghindaran	Pajak.	
	
1. Pendahuluan	

Dalam	 beberapa	 dekade	 terakhir,	 tanggung	 jawab	 lingkungan	 dan	 sosial	
perusahaan	 menjadi	 perhatian	 utama	 secara	 global.	 Tantangan	 global	 seperti	
ketidakpastian	ekonomi,	politik,	serta	permasalahan	lingkungan	dan	sosial,	semakin	
menekankan	 pentingnya	 integrasi	 CSR	 dalam	 strategi	 perusahaan	 (Gunawan	 &	
Anggraini,	 2024).	 CSR	 bukan	 hanya	 “biaya	 sosial”,	 tetapi	 investasi	 strategis	 yang	
memperkuat	keberlanjutan,	kepercayaan	publik,	dan	keunggulan	kompetitif.	Dalam	
era	bisnis	modern	yang	semakin	transparan	dan	bertanggung	jawab,	perusahaan	yang	
mengintegrasikan	 CSR	 secara	 mendalam	 dalam	 strategi	 bisnisnya	 akan	 memiliki	
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posisi	yang	lebih	kuat	dan	adaptif	di	masa	depan	(Rehman	et	al.,	2024).	Pada	beberapa	
pandangan	 yang	 progresif,	 perusahaan	 yang	 benar-benar	 berkomitmen	 pada	 CSR	
akan	 lebih	 patuh	 dan	 transparan	 dalam	pelaporan	 pajak,	 sebagai	 bentuk	 tanggung	
jawab	terhadap	negara	dan	masyarakat	(Christensen	et	al.,	2019).	Perusahaan	dengan	
komitmen	CSR	yang	kuat	dapat	mengadopsi	praktik	pajak	yang	lebih	transparan,	yang	
dapat	 meningkatkan	 reputasi	 dan	 kepercayaan	 pemangku	 kepentingan	 mereka	
(Mangoting	 et	 al.,	 2022).	 Namun	 perusahaan	 dengan	 komitmen	 Corporate	 Social	
Responsibility	(CSR)	yang	rendah	cenderung	lebih	agresif	dalam	melakukan	praktik	
penghindaran	pajak	(Winarno	et	al.,	2021).		

Tax	 avoidance	 merupakan	 suatu	 bentuk	 perencanaan	 pajak	 yang	 dilakukan	
secara	 sah	 dan	 tidak	 melanggar	 ketentuan	 perpajakan	 yang	 berlaku,	 sehingga	
dianggap	aman	bagi	wajib	pajak	(Anggraini	&	Destriana,	2022).	Berbagai	aspek	dapat	
memengaruhi	kecenderungan	suatu	entitas	untuk	melakukan	 tax	avoidance,	 antara	
lain	 tingkat	 managerial	 ownership	 dan	 pelaksanaan	 program	 Corporate	 Social	
Responsibility	(CSR)	(Abdelfattah	&	Aboud,	2020;	Winarno	et	al.,	2021).	Terdapat	dua	
sisi	dalam	memaknai	hubungan	antara	managerial	ownership	dengan	kecenderungan	
menghindari	kewajiban	pajak.	Apabila	kepemilikan	tersebut	disertai	dorongan	untuk	
mengejar	 keuntungan	 jangka	 pendek,	 maka	 besar	 kemungkinan	 tindakan	 tax	
avoidance	akan	meningkat.	(Gkikopoulos	et	al.,	2022).	Sebaliknya,	apabila	didukung	
oleh	 pandangan	 jangka	 panjang	 dan	 penerapan	 good	 corporate	 governance	 yang	
memadai,	 maka	 managerial	 ownership	 justru	 dapat	 memperkuat	 komitmen	
kepatuhan	 terhadap	kewajiban	perpajakan	(Igo	&	Opudu,	2024).	Di	sisi	 lain,	dalam	
konteks	keterkaitan	dengan	aktivitas	CSR,	semakin	besar	porsi	managerial	ownership	
dalam	suatu	perusahaan	cenderung	berbanding	terbalik	dengan	tingkat	keterlibatan	
dalam	program	CSR	karena	pelaksanaan	CSR	dinilai	membebani	perusahaan	dari	sisi	
biaya,	dan	kondisi	ini	berpotensi	memengaruhi	strategi	fiskal	perusahaan,	termasuk	
dalam	pengelolaan	pajaknya	(Mangoting	et	al.,	2022;	Nurleni	et	al.,	2018).	Pandangan	
tersebut	 selaras	 dengan	 legitimacy	 theory,	 yang	 menyatakan	 bahwa	 perusahaan	
berupaya	memperoleh	penerimaan	sosial	dan	legalitas	dari	masyarakat	serta	otoritas	
dengan	melaksanakan	praktik	tanggung	jawab	sosial	dan	kepatuhan	terhadap	sistem	
perpajakan	 (Azizul	 Islam,	 2017).	 Namun,	 jika	 para	 pengelola	 perusahaan	 lebih	
mementingkan	efisiensi	pajak	demi	keuntungan	pribadi	atau	insentif	jangka	pendek,	
maka	aspek	legitimasi	sering	kali	diabaikan	dan	praktik	tax	avoidance	tetap	terjadi.	

Beberapa	studi	terdahulu	menunjukkan	temuan	yang	beragam	terkait	hubungan	
antara	 praktik	 Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 dan	 penghindaran	 pajak.	
Penelitian	 yang	 dilakukan	 olehBudiharto	 &	 Fuad	 (2024),	 Sihombing	 &	 Sudjiman	
(2022),	dan	Winarno	et	al.	(2021)	pada	berbagai	sektor	industri	yang	tercatat	di	Bursa	
Efek	 Indonesia	 (BEI)	 menunjukkan	 bahwa	 pelaksanaan	 CSR	 memiliki	 pengaruh	
negatif	 terhadap	 praktik	 tax	 avoidance,	 yang	 berarti	 semakin	 tinggi	 tingkat	
keterlibatan	perusahaan	dalam	CSR,	maka	semakin	rendah	kecenderungannya	untuk	
menghindari	pajak.	Sebaliknya,	 studi	yang	dilakukan	oleh	Pratiwi	&	Siregar	 (2019)	
dan	Hidayati	&	Fidiana	(2017)	menunjukkan	hasil	yang	berlawanan,	yaitu	bahwa	CSR	
justru	 berkontribusi	 positif	 terhadap	 praktik	 penghindaran	 pajak,	 yang	 dapat	
disebabkan	oleh	adanya	pemanfaatan	kegiatan	 sosial	untuk	memperoleh	 citra	baik	
sambil	 tetap	 menghindari	 beban	 fiskal.	 Sementara	 itu,	 (Josephine	 et	 al.,	 2024)	
mengemukakan	 bahwa	 CSR	 tidak	 memiliki	 pengaruh	 yang	 signifikan	 terhadap	
perilaku	penghindaran	pajak,	sehingga	menegaskan	bahwa	hubungan	antara	kedua	
variabel	 tersebut	 masih	 bersifat	 kontekstual.	 Di	 sisi	 lain,	 riset	 yang	 menelaah	
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hubungan	 antara	 managerial	 ownership	 dan	 tax	 avoidance	 juga	 menghasilkan	
kesimpulan	yang	tidak	seragam.	Penelitian	oleh	Igo	&	Opudu,	(2024)	serta	Nurmawan	
&	Nuritomo	(2022)	menyimpulkan	bahwa	kepemilikan	manajerial	berdampak	negatif	
terhadap	penghindaran	pajak,	artinya	semakin	besar	kepemilikan	manajerial,	maka	
semakin	 rendah	 kecenderungan	 perusahaan	 untuk	 menghindari	 pajak.	 Namun	
demikian,	hasil	berbeda	ditemukan	oleh	Gkikopoulos	et	al.	(2022)	yang	menyatakan	
bahwa	managerial	 ownership	 justru	 berkontribusi	 positif	 terhadap	 tax	 avoidance,	
kemungkinan	karena	dorongan	manajer	untuk	memaksimalkan	keuntungan	melalui	
efisiensi	 pajak.	Temuan-temuan	 tersebut	menunjukkan	 adanya	keragaman	konteks	
dan	motif	yang	melatarbelakangi	hubungan	antara	CSR,	kepemilikan	manajerial,	dan	
strategi	 fiskal	perusahaan.	Di	 lain	pihak	Putri	&	Sitorus	 (2024)	menemukan	bahwa	
kepemilikan	manajerial	tidak	berpengaruh	terhadap	penghindaran	pajak.	Penelitian	
terkait	 pengaruh	 kepemilikan	 manajerial	 sebagai	 pemoderasi	 hubungan	 antara	
praktik	CSR	dengan	penghindaran	pajak	telah	dilakukan	oleh	Ardillah	et	al.,	(2022).	
Mereka	 menemukan	 bahwa	 kepemilikan	 manajerial	 tidak	 berpengaruh	 dalam	
hubungan	 antara	praktik	CSR	dan	penghindaran	pajak.	 Sementara	 itu	Anggraeni	&	
Hastuti,	(2020)	menemukan	bahwa	kepemilikan	manajerial	memperlemah	hubungan	
negatif	antara	praktik	CSR	dan	penghindaran	pajak.		

Berdasarkan	 ketidakkonsistenan	 penelitian	 terdahulu,	 maka	 penelitian	 ini	
ditujukan	 untuk	 mengisi	 kesenjangan	 penelitian	 yang	 telah	 dilakukan	 oleh	 para	
peneliti	 terdahulu	 dengan	 menganalisis	 apakah	 praktik	 pengungkapan	 sosial	
lingkungan	 memiliki	 pengaruh	 terhadap	 terhadap	 hubungan	 antara	 kepemilikan	
manajerial	 dan	 penghindaran	 pajak.	 Penelitian	 ini	 memberikan	 kontribusi	 secara	
teoritis	 yaitu	 memperluas	 pemahaman	 teoritis	 tentang	 mekanisme	 tata	 kelola	
perusahaan	 yang	 dapat	 mempengaruhi	 penghindaran	 pajak.	 	 Penelitian	 ini	 juga	
memberikan	manfaat	praktisi	bagi	praktisi	dalam	memaksimalkan	peran	kepemilikan	
manajerial	 sebagai	 salah	 satu	 faktor	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	 meningkatkan	
kepatuhan	 pajak.	 Hasil	 penelitian	 ini	 dapat	 dijadikan	 pertimbangan	 dalam	
memperkuat	struktur	tata	kelola	perusahaan	agar	keberlanjutan	bisnis	tetap	terjaga.	
	
2. Literatur	Review	dan	Pengembangan	Hipotesis	
Teori	Legitimasi	

Legitimasi	dapat	dipahami	sebagai	kondisi	di	mana	tindakan	atau	aktivitas	suatu	
entitas	dianggap	sesuai	dengan	norma	sosial,	nilai	budaya,	dan	harapan	masyarakat	
yang	berlaku	(Dowling	&	Pfeffer,	1975).	Apabila	terdapat	ketidaksesuaian	antara	nilai	
yang	 diemban	 perusahaan	 dan	 nilai	 yang	 dijunjung	 oleh	 masyarakat,	 maka	 akan	
muncul	situasi	yang	disebut	sebagai	legitimacy	gap,	yakni	kesenjangan	legitimasi	yang	
dapat	mengancam	citra	serta	keberlanjutan	perusahaan	(Ghozali,	2020).	Kesenjangan	
ini	 umumnya	 terjadi	 ketika	 perusahaan	mengabaikan	 dampak	 sosial	 dari	 aktivitas	
usahanya	 dan	 hanya	 fokus	 pada	 pencapaian	 keuntungan	 finansial	 (Deegan,	 2014).	
ntuk	mengurangi	 risiko	 tersebut,	perusahaan	biasanya	mengadopsi	 strategi	 seperti	
implementasi	 Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 dan	 kepatuhan	 terhadap	
kewajiban	 perpajakan	 sebagai	 bentuk	 tanggung	 jawab	 sosial	 yang	 bertujuan	
memperkecil	kesenjangan	legitimasi	dan	memperkuat	hubungan	dengan	publik	serta	
otoritas	 (Reitmaier	 et	 al.,	 2024;	 Xu	 et	 al.,	 2022).	 Dalam	 konteks	 teori	 legitimasi,	
perusahaan	 dengan	 porsi	 kepemilikan	 manajerial	 yang	 tinggi	 cenderung	 memiliki	
orientasi	kuat	terhadap	peningkatan	laba	jangka	pendek	dan	lebih	rentan	melakukan	
aggressive	tax	avoidance.	Namun,	untuk	menjaga	citra	di	mata	publik	dan	memenuhi	
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ekspektasi	 legitimasi,	 perusahaan	 tersebut	 juga	 dapat	 memanfaatkan	 praktik	 CSR	
sebagai	sarana	kompensasi	atau	penyeimbang	legitimasi	(Agustyo	&	Arianti,	2024).		

	
Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	

Corporate	Social	Responsibility	(CSR),	atau	yang	dalam	bahasa	Indonesia	dikenal	
sebagai	Tanggung	 Jawab	Sosial	Perusahaan,	merupakan	 suatu	pendekatan	di	mana	
perusahaan	 menunjukkan	 kesadaran	 dan	 komitmennya	 terhadap	 dampak	 sosial	
maupun	 lingkungan	 yang	ditimbulkan	 oleh	 aktivitas	 operasionalnya	 (Shakila	 et	 al.,	
2024).	Melalui	implementasi	CSR,	perusahaan	tidak	hanya	berfokus	pada	pencapaian	
tujuan	 finansial,	 tetapi	 juga	 menjalankan	 berbagai	 program	 yang	 dirancang	 untuk	
memberikan	manfaat	nyata	bagi	masyarakat	serta	menjaga	kelestarian	lingkungan	di	
sekitarnya.	Proksi	umum	yang	digunakan	untuk	mengukur	kinerja	lingkungan	adalah	
skor	 ESG,	 yang	 diyakini	 menunjukkan	 kompleksitas	 tinggi	 dalam	 mengukur	
keberlanjutan	perusahaan	dan	untuk	alasan	ini,	ini	banyak	digunakan	dalam	literatur	
mengenai	 CSR	 (Tampakoudis	 et	 al.,	 2021).	 Skor	 ESG	 telah	menjadi	 tren	 baru	 bagi	
investor	dalam	beberapa	tahun	terakhir	dalam	membuat	keputusan	investasi;	dengan	
adanya	pengungkapan	tanggung	jawab	tata	kelola,	lingkungan,	dan	sosial	perusahaan,	
diharapkan	 perusahaan	 akan	memiliki	 reputasi	 yang	 baik	 (S.	 K.	 Putri	 &	 Anggraini,	
2024).		
	
Penghindaran	Pajak	

Tax	avoidance	merupakan	suatu	strategi	yang	digunakan	oleh	wajib	pajak	untuk	
mengurangi	 kewajiban	 pajaknya	 dengan	 cara-cara	 yang	 sah	 secara	 hukum,	 yaitu	
dengan	 memanfaatkan	 celah,	 ketidaksempurnaan,	 atau	 kelemahan	 dalam	 sistem	
peraturan	 perpajakan	 tanpa	 secara	 langsung	 melanggar	 ketentuan	 yang	 berlaku	
(Mardiasmo,	2019).	Praktik	ini	dianggap	legal	karena	dilakukan	dalam	koridor	hukum	
dan	tidak	bertentangan	dengan	regulasi	perpajakan	yang	ada	(Oktaviana	et	al.,	2022).	
ntuk	mengukur	tingkat	penghindaran	pajak,	umumnya	digunakan	indikator	Effective	
Tax	 Rate	 (ETR),	 yaitu	 rasio	 antara	 beban	 pajak	 penghasilan	 dengan	 laba	 sebelum	
pajak.	Nilai	ETR	memberikan	gambaran	mengenai	 seberapa	besar	kontribusi	pajak	
yang	dibayarkan	oleh	perusahaan	dibandingkan	dengan	keuntungan	yang	dihasilkan,	
sehingga	menjadi	acuan	dalam	mengevaluasi	efisiensi	beban	pajak	yang	ditanggung	
suatu	entitas	usaha	(Drake	et	al.,	2020).	
	
Kepemilikan	Manajerial	

Kepemilikan	 manajerial	 merujuk	 pada	 persentase	 kepemilikan	 saham	 suatu	
perusahaan	yang	dimiliki	oleh	individu-individu	dalam	manajemen,	seperti	anggota	
direksi	maupun	dewan	komisaris,	yang	memiliki	keterlibatan	langsung	dalam	proses	
pengambilan	 keputusan	 strategis	 perusahaan.	 Kepemilikan	 manajerial	
mencerminkan	 peran	 ganda	 yang	 dimiliki	 oleh	 manajer,	 yakni	 sebagai	 pengelola	
operasional	 perusahaan	 sekaligus	 sebagai	 pemilik	 sebagian	 saham,	 yang	
memungkinkan	 mereka	 memiliki	 kepentingan	 langsung	 terhadap	 kinerja	 dan	
keuntungan	perusahaan.	Posisi	ini	berpotensi	memengaruhi	pengambilan	keputusan	
strategis,	 karena	manajer	 dapat	menyelaraskan	 kebijakan	 perusahaan	 tidak	 hanya	
demi	kepentingan	operasional	jangka	pendek,	tetapi	juga	demi	kepentingan	finansial	
jangka	panjang	sebagai	pemegang	saham.		(K.	L.	Putri	&	Sitorus,	2024).	Dalam	konteks	
teori	legitimasi,	kepemilikan	manajerial	dapat	dipahami	sebagai	elemen	strategis	yang	
memengaruhi	perilaku	perusahaan	dalam	merespons	ekspektasi	sosial	dan	tekanan	
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institusional	dari	masyarakat,	pemerintah,	dan	pemangku	kepentingan	lainnya	(Xu	et	
al.,	 2022).	 Dalam	 laporan	 keuangan,	 keadaan	 ini	 ditunjukkan	 dengan	 besarnya	
persentase	kepemilikan	saham	perusahaan	oleh	manajer	(Kartikasari	et	al.,	2022).		
	
Pengaruh	praktik	CSR	terhadap	penghindaran	pajak	

Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	merupakan	bentuk	komitmen	perusahaan	
dalam	 menjalankan	 tanggung	 jawab	 atas	 berbagai	 dampak	 yang	 ditimbulkan	 dari	
aktivitas	 operasionalnya,	 baik	 dalam	 aspek	 sosial,	 lingkungan,	 maupun	 ekonomi.	
Melalui	 pelaksanaan	 CSR,	 perusahaan	 diharapkan	 tidak	 hanya	 berorientasi	 pada	
pencapaian	 keuntungan	 semata,	 tetapi	 juga	 turut	 memperhatikan	 kesejahteraan	
masyarakat,	 pelestarian	 lingkungan,	 serta	 kontribusi	 terhadap	 pembangunan	 yang	
berkelanjutan.	(Shakila	et	al.,	2024).	CSR	melibatkan	tindakan	sukarela	yang	bertujuan	
meningkatkan	kesejahteraan	masyarakat	dan	lingkungan,	di	 luar	kewajiban	hukum.	
Perusahaan	 yang	 aktif	 dalam	 CSR	 biasanya	 ingin	 membangun	 citra	 positif	 dan	
legitimasi	 sosial	di	mata	publik,	 pemerintah,	dan	pemangku	kepentingan	 lain.	Oleh	
karena	 itu,	 perusahaan	yang	memiliki	 komitmen	 tinggi	 terhadap	praktik	Corporate	
Social	Responsibility	(CSR)	umumnya	berusaha	menghindari	tindakan	aggressive	tax	
avoidance	 yang	 berisiko	 merusak	 reputasi	 dan	 kepercayaan	 publik.	 Keterlibatan	
dalam	 CSR	 mencerminkan	 upaya	 perusahaan	 untuk	 membangun	 citra	 positif	 dan	
memperoleh	legitimasi	sosial,	sehingga	tindakan	penghindaran	pajak	yang	berlebihan	
dipandang	 bertentangan	 dengan	 nilai-nilai	 tanggung	 jawab	 dan	 transparansi	 yang	
mereka	 promosikan.	 (Inger	 &	 Stekelberg,	 2022).	 Teori	 legitimasi	 mendukung	
pandangan	 ini,	 di	 mana	 CSR	 menjadi	 mekanisme	 untuk	 menjaga	 kesesuaian	
perusahaan	dengan	nilai	dan	norma	sosial,	termasuk	kepatuhan	pajak	(Holland	et	al.,	
2016).	 Dengan	 kata	 lain,	 perusahaan	 yang	 kuat	 melakukan	 CSR	 juga	 berupaya	
meminimalkan	risiko	legitimacy	gap	yang	mungkin	timbul	akibat	penghindaran	pajak.	
Budiharto	&	Fuad	(2024),	Sihombing	&	Sudjiman	(2022),	dan	Winarno	et	al.	(2021)	
menemukan	bahwa	CSR	memiliki	pengaruh	negatif	 terhadap	praktik	penghindaran	
pajak.	 Berdasarkan	 hasil	 kajian	 analisis	 di	 atas	 maka	 hipotesis	 pertama	 dalam	
penelitian	ini	adalah:	

H1:	Praktik	CSR	berpengaruh	negatif	terhadap	penghindaran	pajak.		
	
Pengaruh	kepemilikan	manajerial	terhadap	penghindaran	pajak	

Kepemilikan	manajerial	adalah	proporsi	saham	perusahaan	yang	dimiliki	oleh	
manajer	atau	direksi	 (K.	L.	Putri	&	Sitorus,	2024).	Ketika	manajer	memiliki	 saham,	
mereka	 tidak	 hanya	 bertindak	 sebagai	 pengelola	 perusahaan,	 tetapi	 juga	 sebagai	
pemilik,	 sehingga	 kepentingan	 mereka	 menyatu	 dengan	 kepentingan	 pemegang	
saham.	Manajer	yang	juga	pemilik	saham	memiliki	insentif	tinggi	untuk	meningkatkan	
laba	bersih	setelah	pajak,	karena	sebagian	keuntungan	akan	kembali	ke	mereka	hal	ini	
dapat	 mendorong	 manajer	 untuk	 melakukan	 strategi	 penghindaran	 pajak	 guna	
memaksimalkan	 nilai	 perusahaan	 dan	 imbal	 hasil	 bagi	 diri	 mereka	 sendiri	
(Wongsinhirun	 et	 al.,	 2024).	Di	 sisi	 lain,	manajer	 juga	 lebih	 berhati-hati	 agar	 tidak	
menimbulkan	masalah	hukum	atau	reputasi	karena	praktik	penghindaran	pajak	dapat	
menciptakan	 legitimacy	 gap	 atau	 konflik	 dengan	 pemangku	 kepentingan,	 terutama	
pemerintah	 dan	 publik	 (Wongsinhirun	 et	 al.,	 2024).	 Teori	 legitimasi	 menyatakan	
bahwa	 perusahaan	 berupaya	 mempertahankan	 legitimasi	 sosialnya	 melalui	
kepatuhan	 terhadap	 norma	 dan	 peraturan	 sehingga	manajer	 yang	memiliki	 saham	
besar	 cenderung	 lebih	 berhati-hati	 agar	 perusahaan	 tetap	 dianggap	 sah	 dan	



Reviana	&	Anggraini	(2025) 
 

 1593	

bertanggung	jawab	(Alfiana,	2021).	Penelitian	terdahulu	yang	telah	dilakukan	oleh	Igo	
&	Opudu,	 (2024)	serta	Nurmawan	&	Nuritomo	(2022)	Berdasarkan	 temuan	bahwa	
kepemilikan	 manajerial	 memiliki	 pengaruh	 negatif	 terhadap	 penghindaran	 pajak,	
maka	hipotesis	kedua	dalam	penelitian	ini	dirumuskan	sebagai	berikut:	

H2:	Kepemilikan	manajerial	berpengaruh	negatif	terhadap	penghindaran	pajak.		
	
Pengaruh	kepemilikan	manajerial	terhadap	hubungan	antara	praktik	CSR	dan	
penghindaran	pajak	

Managerial	ownership	merupakan	suatu	kondisi	di	mana	manajer	perusahaan	
tidak	hanya	berperan	sebagai	pihak	yang	menjalankan	fungsi	operasional,	tetapi	juga	
memiliki	 kepemilikan	 saham	di	 perusahaan	 tersebut.	Kepemilikan	 ini	menciptakan	
keterkaitan	 langsung	 antara	 kepentingan	 manajer	 sebagai	 pengelola	 dan	 sebagai	
pemilik	modal,	sehingga	diharapkan	dapat	mendorong	pengambilan	keputusan	yang	
lebih	selaras	dengan	tujuan	jangka	panjang	perusahaan	serta	kepentingan	pemegang	
saham	secara	keseluruhan.	Kepemilikan	ini	menciptakan	insentif	ganda	yaitu	sebagai	
pengelola	 dan	 sebagai	 pemilik	 yang	 terdampak	 langsung	 oleh	 kinerja	 keuangan,	
termasuk	laba	bersih	setelah	pajak	(Hadiansyah	et	al.,	2022).	Mereka	berada	dalam	
posisi	 unik,	 mereka	 harus	 mengelola	 kinerja	 keuangan	 (termasuk	 pajak)	 dan	
legitimasi	publik	(melalui	CSR)	secara	bersamaan.	CSR	digunakan	oleh	para	manajer	
untuk	 membentuk	 narasi	 positif,	 menjaga	 hubungan	 dengan	 pemerintah	 dan	
masyarakat,	 dan	 pada	 saat	 yang	 sama	 memungkinkan	 adanya	 fleksibilitas	 dalam	
strategi	pajak	(Susanto	&	Veronica,	2022).	Manajer	yang	juga	pemilik	saham	memiliki	
dorongan	kuat	untuk	meningkatkan	nilai	perusahaan	melalui	efisiensi	pajak.	Hal	ini	
bisa	 menyebabkan	 penghindaran	 pajak	 yang	 lebih	 agresif	 dan	 mendorong	 upaya	
kompensasi	melalui	CSR	simbolik	untuk	mempertahankan	legitimasi	sosial	(Kinanti	et	
al.,	 2023).	 Akibatnya	para	manajer	 akan	 cenderung	 lebih	 agresif	 dalam	melakukan	
penghindaran	 pajak	 (Mangoting	 et	 al.,	 2022;	 Nurleni	 et	 al.,	 2018).	 Hal	 ini	 sejalan	
dengan	teori	legitimasi	yang	menyatakan	bahwa	kepemilikan	manajerial	memperkuat	
peran	CSR	sebagai	alat	legitimasi	saat	perusahaan	melakukan	praktik	penghindaran	
pajak	 agar	 perusahaan	 tetap	 mendapatkan	 legitimasi	 dari	 para	 stakeholdernya.	
Anggraeni	 &	 Hastuti,	 (2020)	 menemukan	 bahwa	 kepemilikan	 manajerial	
memperlemah	 hubungan	 negatif	 antara	 praktik	 CSR	 dan	 penghindaran	 pajak.	
Berdasarkan	 hasil	 kajian	 analisis	 diatas	maka	 hipotesis	 ketiga	 dalam	penelitian	 ini	
adalah:	

H3:	Kepemilikan	manajerial	memperlemah	pengaruh	negatif	dari	praktik	CSR	
terhadap	penghindaran	pajak.	

	
3. Metode	

Penelitian	 ini	mengambil	pendekatan	kuantitatif	dengan	data	 sekunder	untuk	
menguji	 hipotesisnya.	 Populasi	 dalam	 penelitian	 ini	 diambil	 dari	 negara-negara	 di	
wilayah	 ASEAN	 yang	 memiliki	 ESG	 Disclosure	 Score	 yang	 terdaftar	 di	 Bloomberg	
database.	Jumlah	populasi	dalam	penelitian	ini	adalah	sebanyak	1619	perusahaan	dari	
Indonesia,	Malaysia,	 Filipina,	 dan	Vietnam.	 Sampel	 dalam	penelitian	 ini	 ditentukan	
menggunakan	 metode	 purposive	 sampling	 dengan	 menetapkan	 beberapa	 kriteria	
tertentu.	Kriteria	 tersebut	meliputi:	 (1)	perusahaan-perusahaan	yang	beroperasi	di	
wilayah	negara-negara	ASEAN,	(2)	tercatat	dalam	basis	data	Bloomberg	sejak	tahun	
2015	hingga	2023,	(3)	secara	konsisten	mempublikasikan	skor	Environmental,	Social,	
and	Governance	(ESG)	Disclosure	Score	selama	periode	penelitian,	serta	(4)	memiliki	
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data	 yang	 lengkap	 dan	 tersedia	 untuk	 seluruh	 variabel	 yang	 dibutuhkan	 selama	
periode	pengamatan.	Berdasarkan	kriteria	tersebut,	diperoleh	total	sampel	sebanyak	
81	perusahaan.	Dengan	cakupan	waktu	selama	sembilan	tahun,	yaitu	dari	tahun	2015	
hingga	2023,	maka	jumlah	keseluruhan	observasi	dalam	penelitian	ini	mencapai	729	
data	tahunan.	Adapun	variabel	dependen	dalam	studi	 ini	adalah	tax	avoidance	atau	
penghindaran	pajak.	Penghindaran	pajak	diukur	menggunakan	rumus	sebagai	berikut	
(Astuti,	2016):		

𝐸𝑇𝑅 = 	
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛	𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐿𝑎𝑏𝑎	𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚	𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘	

Variabel	 independen	dalam	penelitian	 ini	 terdiri	atas	praktik	Corporate	Social	
Responsibility	 (CSR)	 dan	 kepemilikan	 manajerial.	 Selain	 berperan	 sebagai	 variabel	
independen,	 kepemilikan	 manajerial	 juga	 difungsikan	 sebagai	 variabel	 moderasi	
untuk	melihat	pengaruhnya	dalam	memperkuat	atau	memperlemah	hubungan	antara	
praktik	CSR	 dan	penghindaran	pajak.	 Pengukuran	praktik	CSR	 dalam	penelitian	 ini	
menggunakan	 Environmental,	 Social,	 and	 Governance	 (ESG)	 Disclosure	 Score	 yang	
dirilis	 oleh	 Bloomberg	 sebagai	 indikator	 yang	 merepresentasikan	 sejauh	 mana	
perusahaan	 mengungkapkan	 tanggung	 jawab	 sosial	 dan	 lingkungan	 dalam	
operasionalnya	(Gunawan	&	Anggraini,	2024).	Sementara	itu,	kepemilikan	manajerial	
dihitung	dengan	menggunakan	rumus	berikut:	(Apriliani	et	al.,	2022):		

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛	𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

= 	
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ	𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚	𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟	𝑌𝑎𝑛𝑔	𝐷𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖	𝑂𝑙𝑒ℎ	𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚	𝑌𝑎𝑛𝑔	𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 	

Untuk	 menguji	 hipotesis,	 dilakukan	 analisis	 regresi	 berganda	 menggunakan	
perangkat	lunak	STATA.	Pengujian	dilakukan	dengan	tingkat	signifikansi	1%,	5%,	dan	
10%,	di	mana	hipotesis	dianggap	diterima	apabila	nilai	signifikansi	berada	di	bawah	
batas	tersebut.	

	
4. Hasil	Dan	Pembahasan	

Tabel	1.	Statistik	Deskriptif	
Variable	 Obs	 Mean	 				Std.	dev.	 Min	 Max	
TER	 729	 0.1841534	 0.2736867	 -0.4208972	 2.047444	
ESG	 729	 41.63033	 11.19897	 16.96	 67.95	
MOW	 729	 4.705675	 				10.26798	 0.001	 57.232	
ESGMOW	 729	 182.2919	 397.1987	 0.01696	 2216.913	
DER	 729	 76.07349	 81.24893	 0.2	 477.03	
IRT	 729	 2.648533		 1.728156	 -1.138702	 6.363121	
AST	 729	 24.56694	 1.74079	 20.47384	 28.4553	
DAR	 729	 25.96726	 18.3578	 0.0039384	 74.28598	
ROA	 729	 4.384313	 5.700776	 -12.06	 26.09	
GDP	 729	 4.162866	 3.920579	 -9.518295	 8.694343	

Sumber:	STATA	output	(2025)	
	

Berdasarkan	hasil	uji	statistik	deskriptif	dapat	dikatakan	bahwa	rata-rata	tarif	
efektif	 pajak	 (TER)	 dalam	 sampel	 penelitian	 berada	 di	 kisaran	 18,4%	 yang	 berarti	
bahwa	secara	rata-rata	perusahaan	dalam	sampel	memiliki	perencanaan	pajak	atau	
berpotensi	melakukan	penghindaran	pajak,	rata-rata	pengungkapan	kinerja	sosial	dan	
lingkungan	(ESG)	yang	dilakukan	oleh	sampel	penelitian	masih	dibawah	50%,	yaitu	



Reviana	&	Anggraini	(2025) 
 

 1595	

sebesar	 41.63%.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 sampel	 rata-rata	 penelitian	 masih	
memiliki	skor	kinerja	sosial	dan	lingkungan	yang	masih	moderat,	semakin	tinggi	skor	
pengungkapan	sosial	dan	lingkungan	maka	akan	semakin	baik	kualitas	pengungkapan	
sosial	 dan	 lingkungannya	 (Thomson	 Reuters,	 2022).	 Rata-rata	 sampel	 penelitian	
memiliki	kepemilikan	manajerial	(MOW)	sebanyak	4.7%	dalam	perusahaannya.	Hal	
ini	 membuktikan	 bahwa	 perusahaan	 di	 kawasan	 ASEAN	 cenderung	 memiliki	
kepemilikan	manajerial	yang	rendah.	Rata-rata	keterlibatan	kepemilikan	manajerial	
dalam	 pengungkapan	 sosial	 lingkungan	 (ESGMOW)	 berada	 di	 nilai	 182.2919	 dari	
2216.913	yang	berarti	bahwa	secara	rata-rata,	kontribusi	atau	keterlibatan	manajerial	
dalam	mendorong	pengungkapan	sosial	dan	lingkungan	masih	tergolong	rendah,	yaitu	
hanya	sekitar	8,2%.	Hal	ini	menunjukkan	bahwa	manajer	yang	memiliki	saham	dalam	
perusahaan	 belum	 secara	 aktif	 mendorong	 praktik	 pengungkapan	 ESG	
(Environmental,	 Social,	 and	 Governance),	 atau	 bahwa	 kepemilikan	 saham	 yang	
mereka	 miliki	 belum	 cukup	 signifikan	 untuk	 memengaruhi	 arah	 kebijakan	
pengungkapan	 sosial	 dan	 lingkungan	perusahaan	 secara	 keseluruhan.	 Berdasarkan	
hasil	Uji	Shapiro	Wilk	dapat	digunakan	untuk	menyimpulkan	bahwa	data	penelitian	
tidak	 lolos	uji	normalitas	karena	semua	variabel	nilai	probabilitasnya	dibawah	5%.	
Untuk	mengatasi	masalah	normalitas	ini	maka	dilakukan	winsorisasi	data	penelitian.	
Data	penelitian	 kemudian	diuji	 dengan	menggunakan	uji	 Pearson	Product	Moment	
Correlation	Test	untuk	menguji	masalah	multikolinearitas.	Hasil	pengujian	tersebut	
tertera	didalam	tabel	dibawah	ini:	

Tabel	2.	Uji	Multikolinearitas	
	 TER	 ESG	 MOW	 ESGMOW	 DER	 IRT	 AST	 DAR	 ROA	 GDP	
TER	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
ESG	 -0.0749	1	 		 		 		 		 		 		 		 		
MOW	 -0.0329	-0.0809	1	 		 		 		 		 		 		 		
ESGMOW	-0.0371	0.0422	 0.7591	 1	 		 		 		 		 		 		
DER	 0.0255	 0.0345	 -0.0975	-0.0827	 1	 		 		 		 		 		
IRT	 0.1140	 0.0160	 -0.0144		0.0104	 0.0074	 1	 		 		 		 		
AST	 0.0503	 0.3182	 -0.2469	-0.1646	 0.2194	 0.1170	 1	 		 		 		
DAR	 0.0188	 0.0378	 -0.0209	0.0065	 0.6945	 -0.0025	0.0882	 1	 		 		
ROA	 -0.0317	-0.1249	0.0739				0.0348	 -0.1841	-0.0043	-0.2694	-0.1983	1	 		
GDP	 0.0044	 -0.1132	-0.0031	-0.0125	 -0.0046	0.4547	 -0.0022	-0.0065	0.0951	 1	

Sumber:	STATA	output	(2025)	
	

Berdasarkan	hasil	pengujian	multikolinearitas	diatas	maka	dapat	disimpulkan	
bahwa	 tidak	 ada	 masalah	 multikolinearitas	 yang	 terjadi	 karena	 nilai	 uji	 berada	
dibawah	 0,8.	 Data	 kemudian	 diuji	 kembali	 dengan	 uji	 Modified	 Wald	 Test	 untuk	
menguji	masalah	 heterokedastisitas.	Hasil	 pengujian	 tersebut	menunjukkan	 bahwa	
nilai	 Prob>Chi2	 =	 0,	 kurang	 dari	 5%.	Oleh	 karena	 itu	 dapat	 dikatakan	 bahwa	 data	
penelitian	 mengalami	 masalah	 heterokedastisitas.	 Data	 kemudian	 diuji	 kembali	
dengan	menggunakan	uji	Woolridge	Test	untuk	menguji	masalah	autokorelasi.	Hasil	
pengujian	tersebut	menunjukkan	bahwa	Prob>F	=	0.7442,	yang	berarti	bahwa	data	
penelitian	tidak	mengalami	masalah	autokorelasi.	Untuk	mengatasi	masalah	asumsi	
klasik	 tersebut	 maka	 dilakukan	 robustness	 test.	 Data	 penelitian	 kemudian	 diuji	
dengan	menggunakan	Haussman	test	untuk	menentukan	model	pengujiannya.	Hasil	
uji	Hausmann	test	menunjukkan	bahwa	Prob	>	chi2	=	0.3118,	dengan	kata	lain	random	
effect	model	dianggap	lebih	layak.	Namun	mengacu	pada	Le	&	Phan	(2017),	fixed	effect	
model	dan	random	effect	model	masih	belum	mampu	mengatasi	masalah	endogenitas	
sehingga	hasilnya	dapat	menjadi	bias,	oleh	karena	itu	penggunaan	dynamic	panel	GMM	
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digunakan	 dalam	 penelitian	 ini.	 Hasil	 dari	 penggunaan	 model	 tersebut	 dapat	
dijabarkan	sebagai	berikut:	

Tabel	3.	Hasil	Uji	Regresi	
	 (1)	 (2)	 (3)	
VARIABLES	 FE	 RE	 GMM	
	 	 	 	
L.TER	 	 	 -0.042	
	 	 	 (0.053)	
ESG	 -0.001	 -0.002Â	*	 -0.003***	
	 (0.001)	 (0.001)	 (0.001)	
MOW	 -0.003	 -0.002	 -0.005	
	 (0.004)	 (0.004)	 (0.007)	
ESGMOW	 0.000	 0.000	 0.000	
	 (0.000)	 (0.000)	 (0.000)	
DER	 -0.000	 -0.000	 -0.000	
	 (0.000)	 (0.000)	 (0.000)	
IRT	 0.008	 0.015Â	**	 0.020***	
	 (0.007)	 (0.007)	 (0.008)	
AST	 0.018	 0.009	 0.009	
	 (0.037)	 (0.010)	 (0.009)	
DAR	 0.001	 0.000	 -0.001	
	 (0.002)	 (0.001)	 (0.002)	
ROA	 0.001	 -0.000	 -0.003	
	 (0.003)	 (0.003)	 (0.003)	
GDP	 -0.002	 -0.004	 -0.005	
	 (0.004)	 (0.004)	 (0.003)	
Constant	 -0.260	 0.007	 0.078	
	 (0.879)	 (0.247)	 (0.238)	
	 	 	 	
Observations	 725	 725	 643	
R-squared	 0.006	 	 	
Number	of	firm	 81	 81	 81	

Sumber:	Stata	output	(2025)	
	

Hasil	diatas	menunjukkan	bahwa	model	persamaan	regresi	dari	penelitian	 ini	
adalah	sebagai	berikut:		
𝑇𝐸𝑅 = 0,0777832 − 0,0030611𝐸𝑆𝐺 − 0,0046535𝑀𝑂𝑊 + 0,000104𝐸𝑆𝐺𝑀𝑂𝑊

− 0,0000413𝐷𝐸𝑅 + 0,020291𝐼𝑅𝑇 + 0,0094381𝐴𝑆𝑇 − 0,0006253𝐷𝐴𝑅
− 0,00252𝑅𝑂𝐴 − 0,0046354𝐺𝐷𝑃	

Dimana:	
TER	 	 =	Tarif	Efektif	Pajak	
ESG	 	 =	skor	kinerja	sosial	dan	lingkungan	
MOW	 	 =	persentase	kepemilikan	manajerial	
ESGMOW	 =	persentase	keterlibatan	kepemilikan	manajerial	dalam	pengungkapan	

sosial	dan	lingkungan	di	perusahaan	
ROA		 	 =	return	on	asset	
AST		 	 =	total	asset,	merupakan	proksi	size	perusahaan	
DER		 	 =	debt	to	equity	ratio	
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DAR		 	 =	debt	to	assets	ratio	
GDP		 	 =	gross	domestic	product	

	
Hasil	 uji	 regresi	 yang	 telah	 dilakukan	 menunjukkan	 bahwa	 variabel	

Environmental,	 Social,	 and	 Governance	 (ESG)	 memiliki	 pengaruh	 negatif	 yang	
signifikan	terhadap	praktik	penghindaran	pajak.	Temuan	ini	terlihat	dari	nilai	p-value	
sebesar	0,009,	yang	berada	di	bawah	ambang	signifikansi	1%,	menandakan	adanya	
hubungan	 yang	 secara	 statistik	 signifikan.	 Hasil	 ini	 sejalan	 dengan	 studi	 terdahulu	
yang	dilakukan	oleh	Budiharto	&	Fuad	 (2024),	 Sihombing	&	Sudjiman	 (2022),	 dan	
Winarno	et	al.	(2021)	yang	sama-sama	menemukan	bahwa	pengungkapan	sosial	dan	
lingkungan	 berkorelasi	 negatif	 dengan	 kecenderungan	 perusahaan	 untuk	
menghindari	 pajak.	 Berdasarkan	 analisis	 statistik	 deskriptif	 dan	 pengujian	 regresi,	
dapat	 disimpulkan	 bahwa	 praktik	 pengungkapan	 sosial	 dan	 lingkungan	mencakup	
berbagai	upaya	perusahaan	untuk	meningkatkan	kesejahteraan	sosial	dan	menjaga	
kelestarian	lingkungan,	sehingga	perusahaan	dengan	tingkat	pengungkapan	yang	baik	
cenderung	 menjauhi	 strategi	 aggressive	 tax	 avoidance	 yang	 berpotensi	 merusak	
reputasi	 mereka	 (Inger	 &	 Stekelberg,	 2022).	 Temuan	 ini	 juga	 didukung	 oleh	 data	
statistik	 deskriptif	 pada	 Tabel	 1	 yang	 menunjukkan	 bahwa	 rata-rata	 tingkat	
pengungkapan	sosial	dan	lingkungan	di	negara-negara	berkembang	kawasan	ASEAN	
masih	 berada	 pada	 tingkat	 sedang.	 Hal	 tersebut	mengindikasikan	 bahwa	 sebagian	
besar	perusahaan	di	kawasan	tersebut	belum	sepenuhnya	mengintegrasikan	prinsip	
keberlanjutan	ke	dalam	strategi	fiskalnya,	sehingga	praktik	penghindaran	pajak	masih	
sering	 terjadi.	 Hasil	 ini	memperkuat	 relevansi	 legitimacy	 theory,	 yang	menyatakan	
bahwa	pengungkapan	sosial	dan	lingkungan	merupakan	alat	strategis	yang	digunakan	
perusahaan	untuk	menyesuaikan	diri	dengan	norma	dan	ekspektasi	sosial,	termasuk	
dalam	hal	kepatuhan	terhadap	kewajiban	perpajakan.	(Holland	et	al.,	2016).		

Hasil	 uji	 regresi	 diatas	 juga	 memberikan	 gambaran	 bahwa	 variabel	 MOW	
berpengaruh	negatif	tidak	signifikan	dengan	nilai	p	value	sebesar	0.490	(>10%).	Hasil	
penelitian	ini	selaras	dengan	penelitian	terdahulu	yang	pernah	dilakukan	oleh	Putri	&	
Sitorus	(2024)	yang	menemukan	bahwa	kepemilikan	manajerial	 tidak	berpengaruh	
terhadap	penghindaran	pajak.	Hasil	penelitian	ini	mencerminkan	bahwa	persentase	
kepemilikan	manajerial	yang	kecil	di	perusahaan-perusahaan	yang	berada	di	kawasan	
negara	berkembang	ASEAN	tidak	akan	menggerakkan	perusahaan	untuk	mematuhi	
pajak	 yang	 berlaku.	 Tingkat	 kepemilikan	manajerial	 di	 banyak	 perusahaan	 ASEAN	
tergolong	 rendah,	 sehingga	 pengaruh	 mereka	 dalam	 keputusan	 strategis	 seperti	
perencanaan	pajak	menjadi	kecil	atau	tidak	signifikan	secara	statistik	(Koay	&	Sapiei,	
2024).	 Hasil	 penelitian	 ini	 menolak	 teori	 legitimasi	 yang	 menyatakan	 bahwa	
perusahaan	 berupaya	 mempertahankan	 legitimasi	 sosialnya	 melalui	 kepatuhan	
terhadap	 norma	 dan	 peraturan	 sehingga	 manajer	 yang	 memiliki	 saham	 besar	
cenderung	 lebih	berhati-hati	 agar	perusahaan	 tetap	dianggap	 sah	dan	bertanggung	
jawab	(Alfiana,	2021).		

Hasil	 uji	 regresi	 menunjukkan	 bahwa	 variabel	 ESGMOW,	 yang	
merepresentasikan	 interaksi	 antara	 pengungkapan	 sosial	 dan	 lingkungan	 (ESG	
disclosure)	dengan	kepemilikan	manajerial,	tidak	memiliki	pengaruh	yang	signifikan	
terhadap	praktik	penghindaran	pajak.	Hal	ini	ditunjukkan	oleh	nilai	p-value	sebesar	
0,520	 yang	 jauh	 melebihi	 tingkat	 signifikansi	 10%,	 sehingga	 secara	 statistik	 tidak	
dapat	disimpulkan	adanya	hubungan	yang	berarti	antara	variabel	moderasi	tersebut	
dengan	 tax	 avoidance.	 Ketidaksignifikanan	 ini	 dapat	 dijelaskan	 oleh	 rendahnya	
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proporsi	kepemilikan	saham	oleh	pihak	manajemen	di	perusahaan-perusahaan	yang	
berada	di	 kawasan	negara	berkembang	ASEAN.	Porsi	 kepemilikan	manajerial	 yang	
minim	menyebabkan	para	manajer	memiliki	ruang	gerak	terbatas	dalam	pengambilan	
keputusan	strategis	perusahaan,	termasuk	dalam	perencanaan	kebijakan	pajak	(Koay	
&	Sapiei,	2024).	Dengan	demikian,	hasil	 ini	tidak	mendukung	pandangan	 legitimacy	
theory	 yang	 menyatakan	 bahwa	 kepemilikan	manajerial	 dapat	 memperkuat	 peran	
Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 sebagai	 sarana	 legitimasi,	 khususnya	 dalam	
konteks	 perusahaan	 yang	 melakukan	 penghindaran	 pajak.	 Ketika	 kepemilikan	
manajerial	rendah,	motivasi	manajer	untuk	menggunakan	CSR	sebagai	alat	legitimasi	
cenderung	melemah,	karena	tidak	adanya	 insentif	 langsung	yang	memadai	dari	sisi	
kepemilikan	 untuk	 menjaga	 reputasi	 dan	 legitimasi	 perusahaan	 di	 hadapan	 para	
stakeholder.	

	
5. Simpulan	

Penelitian	 ini	 dimaksudkan	 untuk	 menjelaskan	 bagaimana	 pengungkapan	
informasi	 sosial	 dan	 lingkungan	 dapat	 memengaruhi	 kaitan	 antara	 kepemilikan	
manajerial	dan	praktik	penghindaran	pajak.	Temuan	studi	 ini	menunjukkan	bahwa	
perusahaan	yang	memiliki	 tingkat	pengungkapan	sosial	dan	 lingkungan	yang	tinggi	
cenderung	tidak	terlibat	dalam	strategi	penghindaran	pajak.	Sebaliknya,	ketika	tingkat	
pengungkapan	 tersebut	 rendah,	 perusahaan	 lebih	 berpotensi	 untuk	 melakukan	
penghindaran	pajak	sebagai	bagian	dari	strategi	fiskalnya.	

Beberapa	implikasi	dapat	ditarik	dari	hasil	penelitian	ini.	Pertama,	temuan	ini	
mendukung	 konsep	 dalam	 legitimacy	 theory	 yang	 menyatakan	 bahwa	 praktik	
pelaporan	 sosial	 dan	 lingkungan	 dapat	 menjadi	 instrumen	 untuk	 menunjukkan	
kepatuhan	 terhadap	 kewajiban	 perpajakan	 dan	 memperkuat	 posisi	 perusahaan	 di	
mata	publik.	Kedua,	studi	 ini	memperluas	pemahaman	 ilmiah	mengenai	bagaimana	
pengungkapan	 non-keuangan	 dapat	 berperan	 dalam	 mengurangi	 praktik	
penghindaran	pajak,	terutama	di	negara-negara	berkembang.	Sepanjang	pengamatan	
penulis,	kajian	yang	secara	khusus	menghubungkan	pengungkapan	sosial-lingkungan	
dan	penghindaran	pajak	di	kawasan	Asia	Tenggara	belum	banyak	ditemukan	dalam	
literatur	global.	Meskipun	demikian,	penelitian	 ini	memiliki	keterbatasan	dalam	hal	
ruang	 lingkup	 data,	 mengingat	 tidak	 seluruh	 perusahaan	 di	 negara	 berkembang	
kawasan	ASEAN	menyediakan	skor	pengungkapan	sosial	dan	 lingkungannya	secara	
konsisten.	Oleh	 sebab	 itu,	 studi	mendatang	disarankan	untuk	memperluas	wilayah	
penelitian	atau	menambah	sumber	data	 lain	guna	memperoleh	cakupan	yang	 lebih	
komprehensif	dan	hasil	yang	dapat	digeneralisasi	secara	lebih	luas.	
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